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Abstrak: Perkembangan investasi untuk saat ini sangat populer sehingga banyak 

yang berminat melakukan investasi untuk memenuhi kebutuhan, namun belum 

banyak orang tahu tentang investasi yang legal maupun ilegal sehingga banyak 

kasus penipuan dengan bermoduskan investasi. Biasanya investasi ilegal akan 

menawarkan keuntungan dan juga bonus dalam perekrutan anggota baru. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban dan sanksi 

dalam mecegah dan menindak pelaku investasi bodong. Adapun metode yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), 

jenis penelitian yuridis normatif bahan hukum primer dan sekunder. Teknik 

analisis data dengan penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa dalam bisnis investasi badan hukum tidak dapat dimintai 

pertanggungjawaban secara fisik melainkan individu yang terlibat didalamnya 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan undang-undang yang 

berlaku. pelaku investasi ilegal atau bodong dalam penerapannya menggunakan 

bonus anggota baru melanggar aturan hukum pidana yaitu   pasal 105 Undang-

Undang No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan. 
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Abstract: The development of investment is currently very popular so many people are interested in investing to meet their needs, but 

not many people know about legal and illegal investments, so there are many cases of fraud using investment methods. Usually illegal 

investments will offer profits and bonuses in recruiting new members. This research aims to determine accountability and sanctions 

in preventing and taking action against perpetrators of fraudulent investments. The methods used in this research are as follows: 

statutory approach, case approach, normative juridical research types of primary and secondary legal materials. Data analysis 

techniques using library legal research. The results of this research show that in the investment business legal entities cannot be held 

physically responsible but rather the individuals involved in it can be held responsible in accordance with applicable laws. perpetrators 

of illegal or fraudulent investments in their implementation using new member bonuses violate the rules of criminal law, namely article 

105 of Law no. 7 of 2014 concerning Trade. 
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Pendahuluan 

Investasi suatu kegiatan dalam penanaman modal untuk mendapatkan keuntungan 

besar, umumnya yang sering terjadi di masyarakat investasi berkaitan dengan uang dimana 

uang tersebut akan disimpan dalam bentuk aset atau saham dengan tujuan untuk 

mininggkatkan keuntungan lebih besar di keesokan harinya (Lee, 2018). Investasi yang 
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sudah terdaftar pada otoritas jasa keuangan keuntungan yang ditawarkan rasional, sesuai 

dengan perlindungan ekonomi dan balik modal pada waktu yang masuk akal (Yan, 2022). 

Sedangkan investasi di tawarkan keuntungan tidak wajar dalam waktu dekat dan 

memberikan bonus dari perekrutan anggota baru maka jelas investasi tersebut adalah 

investasi ilegal atau bodong yang tidak terdaftar dalam OJK. Kasus penipuan investasi 

sering sekali terjadi dengan macam-macam modus dan skema yang dilakukan oleh pelaku 

atau oknom yang tidak bertanggungjawab atas tindakan penipuan tersebut salah satunya 

skema ponzi dengan modus investasi cryptocurrency sehingga menurut (Burhanudin et al., 

2021) bahwa pemahaman investasi itu sendiri harus dimiliki oleh setiap orang yang akan 

berinvestasi dimana harus memahami dasar-dasar investasi, nilai sebuah investasi, dan 

tingkat resiko pengembalian modal investasi (Borges, 2020; Gupta, 2020). 

Dalam rentan 10 tahun ini Otoritas Jasa Kewangan (OJK) mencatat kerugian 

masyarakat akibat investasi bodong sudah mencapai 117 triliun rupiah, Tujuan utama dari 

pelaku atau penyelenggara investasi bodong ini yaitu untuk mengumpulkan dana atau 

uang dari para investor sebanyak mungkin tanpa memperdulikan kerugian yang akan 

ditanggung oleh para investor atau korban. (Zhao, 2021) Seperti hal nya dalam kasus 

EDCCash yang diketahui melakukan investasi yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa 

Keuangan dan Bappebti Kementrian perdagangan dengan demikian investasi crypto yang 

dilakukan tersebut ilegal karena tidak memiliki atau disertai izin. 

 Berdasarkan penjabaran diatas menurut penelitian sebelumnya (Kuswoyo et al., 

2022) juga menjelaskan bahwa untuk mengurangi terjadinya kasus yang sama maka 

seharusnya pemerintah dapat meningkatkan peran dan kapasitas lembaga pengawasan 

seperti otoritas pasar modal atau otoritas keuangan untuk mengawasi kegiatan investasi 

dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang yang ada, ini 

dimaksimalkan agar peraturan yang mengatur perusahaan investasi dapat mendeteksi 

skema ponzi (Xi, 2020). Beberapa peneliti berfokus pada peranggungjawaban dan ada juga 

peneliti yang berfokusnya hanya terbatas berkaitan dengan penyalahgunaan alat elektronik 

saja, Oleh karena itu penelitian ini bermaksud untuk memberikan pembahasan terkait 

dengan tanggungjawab atau pertanggungjawaban dalam investasi ilegal atau bodong yang 

menggunakan skema ponzi (Ammer, 2022; Bharadwaj, 2021). Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku atau penyelenggara investasi bodong dan 

sanksi yang ada dan mecegah atau menindak pelaku investasi bodong. Serta untuk 

mengembangkan pengetahuan sebelumnya sehingga dapat memberkan penelitian yang 

baik dan benar. 

Metode 

Dalam suatu penelitian ilmiah maka peneliti harus menggunakan metode yang 

tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap 

data atau hasil penelitian. Metode yang digunakan sebagai berikut:  

Metode Pendekatan  

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ada dua macam yaitu 

Metode pendekatan Undang-undang (statute approach) dan Pendekatan Konseptual 

(conseptual approach) 
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Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yaitu metode penelitian 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder.  

Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum 

primer dan sekunder. Data sekunder yang diperoleh dari penelusuran literature, buku-

buku, jurnal online serta perudang-perundangan seperti KUHP dan KUHAP, Undang-

Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang 

Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan 

Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Teknik Pengambilan Data 

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui studi pustaka, pengumpulan data 

berdasarkan produk perundang-undangan, buku literatur serta buku penunjang karya 

ilmiah, serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.  

Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan secara kualitatif, penyusunan data hasil 

penelitian akan disederhanakan kedalam tulisan yang lebih mudah dibaca dan difahami. 

Hasil dan Pembahasan 

Investasi bodong merupakan suatu pratik penipuan yang melibatkan penawaran 

investasi yang tidak sah dan ilegal terhadap masyarakat dengan janji keuntungan tinggi 

dalam waktu yang sangat singkat. Istilah “Bodong” merupakan istilah yang dipopulerkan 

oleh media massa yang memiliki artian palsu, istilah bodong sering digunakan untuk 

merujuk pada sesuatu yang palsu dan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan 

kebenarannya seperti berita palsu, barang palsu, atau investasi palsu. Atas dasar itulah 

menurut (Mantulangi, 2017) penipuan invesasi itu merupakan ranah Hukum Pidana yang 

dapat dikaji berdasarkan dengan ketentuan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). 

 Investasi bodong akan menawarkan investor untuk bernvestasi dengan imbalan 

yang sangat tinggi dan modal yang kecil sehingga para investor yang terbujuk oleh tawaran 

tersebut akan berinvestasi dan nantinya para investor akan dijanjikan dengan imbalan balik 

modal yang cukup besar (Sukumaran, 2022). Investasi ini akan mengklam bahwa mereka 

akan menginvestasikan dana investor dalam instrumen keuangan yang menguntungkan 

dan sebenarnya mereka tidak melakukan investasi tersebut melainkan hanya 

menggunakan dana dari para investor tersebut untuk pekentingan pribadi. Dalam prinsip 

hukum serta peraturan yang berlaku, investasi bodong ini melanggar beberapa aturan yang 

berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dalam Pasal 372 : 

“Barang siapa dengan mengambil apa yang bukan haknya, baik seluruhnya maupun 

sebagian dari suatu barang milik orang lain dengan maksud untuk memperdaya, 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau untuk merugikan orang lain, diancam karena 
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penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 

sembilan ratus rupiah” 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 : 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat 

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan suatu 

barang kepadanya atau upaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam 

karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun” 

 Pemerintah harus memiliki sistem pendeteksi yang efektif dan menghentikan 

investasi bodong dimana mereka bisa melibatkan lembaga Badan pengawasan seperti 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Badan Pengawasan Pasar Modal dalam mengawasi 

kegiatan investasi dan juga melakukan investigasi apabila terdapat indikasi perbuatan 

investasi bodong (Auer, 2022). Kasus investassi yang salah satunya terjadi diIndonesia yaitu 

investasi yang melibatkan E-Dinar Coin Cash atau EDCCash merupakan jual beli kripto 

yang terjadi pada tahun 2021. Investasi dengan keuntungan tinggi melalui media sosial 

yang keuntungannya hingga mencapai 15% perbulan,  dengan membeli atau menjual kripto 

dan setelah berhasil dana dari para investor EDCCash akan  menghilang dan tidak 

memberikan kepastian sehingga kasus ini menjadi perhatian publik karena beberapa 

masyarakat yang menjadi salah satu korban kasus tersebut mengalami kerugian yang 

sangat besar (Almeida, 2022). 

EDCCash adalah jual beli cripto yang sangat terkenal, instrumen ini merupakan mata uang 

yang dapat digunakan dalam transaksi maupun alat pembayaran, aset ini juga bisa 

diperjual belikan diantara sesama mitra atau antara mitra (sebutan pengguna EDCCash). 

Tidak sama dengan investassi cripto lainnya EDCCash ini berani melakukan hal yang 

sanagt merugikan anggotanya hanya demi keuntungan sendiri dengan bermodukan 

investasi cryptocurrency. 

 Awal mulai berinvestasi para investor akan dimintai setoran sebesar 5.000.000 (lima 

juta rupiah) dengan rincian 4.000.000 (empat juta rupiah) sebagai biaya starter coin sebesar 

200 coin dan 700.000 (tuju ratus ribu rupiah) sebagai biaya sponsor dan 300.000 (tiga ratus 

ribu rupiah) sebagai biaya sewa alat untuk e-dinar coin, untuk biaya sponsor 300.000 

diwajibkan dibayarkan oleh para investor setiap bulannya.  Dengan  modal tersebut 

nantinya member atau para investor akan dijanjikan keuntunggan 15% perbulan tanpa 

harus melakukan apapun dan bagi anggota yang aktif mencari downline atau investor baru 

akan mendapatkan 35 koin (Hackethal, 2022). Namun diketahui perusahaan EDCCash yang 

didirikan oleh Abdulrahman yusuf yang berjabat sebagai CEO juga sebagai direktur dalam 

perusahaan PT. Cripto Prima Sejahtera tidak terdaftar didalam otoritas pemerintah seperti 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga Badan Pengawasan Perdagangan Perjangka 

Komunditi (Bappebti), selain itu Satgas Waspada Investasi (SWI) menyebutkan jika entitas 

ini merupakan investasi yang ilegal karena tidak memiliki izin penjualan transaksi aset 

digital atau kripto (Marobhe, 2022).   

 Badan Pengawasan Perdagangan Perjangka Komunditi (Bappebti) juga menerbitkan 

surat pernyataan bahwa hanya beberapa perusahaan saja yang terdaftar di Bappebti, 
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dilansir dari situs resmi Bappebti pada kamis 11 juni 2022 perusahaan yang terdaftar 

diantaranya:   

1. PT Indodax Nasional Indoensia (INDODAX) 

2. PT Crypto Indonesia Berkat (TOKOCRYPTO) 

3. PT Zipmex Exchange Indonesia (ZIPMEX) 

4. PT Indonesia Digital Exchange (IDEX) 

5. PT Pintu Kemana Saja (PINTU) 

6. PT Luno Indonesia LTD (LUNO) 

7. PT Cipta Koin Digital (KOINKU)  

8. PT Tiga Inti Utama  

9. PT Upbit Exchange Indonesia  

10. PT Rekeningku Dotcom Indonesia 

11. PT Triniti Investama Berkat 

Dilihat dari aspek hukum yang dilakukan EDDCash dalam melakukan promosi dan 

aksinya tersebut sudah dipastikan melawan hukum dengan menyalah gunakan alat 

eletronik, maka dapat disangkakan melakukan  kejahatan sebagai mana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik: 

“setiap orang degan sengaja, dan tanpa hak menyebar luaskan berita bohong dan 

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”  

Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik: 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, 

mengadakan untuk digunakan mengimpor, mendistribusikan, menyediakan atau 

memiliki: 

a. Perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus 

dikembangkan untuuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 

sampai dengan pasal 33. 

b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu ditunjukan agar 

sistem Elektronik  menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 ” 

Pasal 36 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : 

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan 

sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan 

kerugian bagi orang lain” 

Pada kasus investasi bodong yang melibatkan perusahaan EDDChas investor yang 

berhasil bergabung atau menjadi member nantinya pihak perusahaan atau pihak EDDChas 

akan memberikan bonus kepada investor dengan cara apabila investor tersebut merekrut 

atau mengajak anggota baru untuk berinvestasi, sistem seperti ini biasanya disebut dengan 

sistem skema ponzi (Chen, 2018). 

 Skema ponzi masih menjadi ancaman yang nyata dimasyarakat dengan penipuan 

terus memanfaatkan ketidak tahuan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan cepat 
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dari individu yang tidak curiga, Skema ponzi merupakan skema yang sering digunakan 

dalam kasus investasi bodong, walaupun sudah diberitakan secara luas skema penipuan 

ini masih terus memakan banyak sekali korban (Saksonova, 2019). Secara umum, skema ini 

akan memberikan keuntungan bagi orang atau investor yang terlebih dahulu bergabung 

yang diambil dari investor-invstor yang baru bergabung. Menurut (Santoso, 2005) 

dinamakan sebagai skema piramid atau skema ponzi karena orang yang bergabung akan 

dibagi menjadi tingkatan yang berbentuk sebuah piramid. Orang yang pertama kali 

bergabung biasanya oleh pihak perusahaan akan menduduki tingkat tertinggi dan orang 

yang bergabung berikutnya akan menjadi level kedua atau tingakat berikutnya.  

 

Gambar 1 skema ponzi 

Skema ini digunakan supaya orang yang berada di tingkat pertama mendapatkan 

uang dari orang yang berada dibawahnya, dan orang berada tingkat dua akan 

mendapatkan keuntungan dari tingkat dibawahnya dan skema ini akan terus berjalan 

sampai akhirnya akan membentuk sebuah  piramid yang tidak akan berhenti karena orang 

yang bergabung akan terus berusaha merekrut dengan tujuan mendapatkan bonus yang 

dijanjikan, sebagaimana dilihat pada gambar 1di atas. Menurut pendapat (Filbert & 

Prasetya, 2022) bentuk skema ponzi semakin lama akan semakin sulit dibedakan dengan 

seringnya berganti-ganti kedok, misalnya mulai dari investasi crypyo, emang berjangka, 

forex, saham, properti, koperasi simpan pinjam, arisan dan lain sebagainya. 

 Apakah tidak ada langkah baru yang diambil untuk mencegah terjadinya kasus 

serupa, sebenarnya dapat dipastikan pola penyebaran investasi bodong akan terus 

berulang. Menurut (Purusottama & others, 2022) hal yang dikhawatirkan adalah jumlah 

kerugian tidak bisa dihitung akibat menghilangnya penyelenggara investasi bodong 

tersebut dan efeknya seperti hilangnya seluruh tabungan para investor hingga yang sering 

terjadi yaitu uang yang diinvestasikan oleh para investor merupakan uang pinjaman dari 

pihak lain yang akibatnya turut menjadi korban skema ponzi (Almeida, 2023). 

 Dengan demikian, lalu bagaimana pertanggungjawaban pidana penyelenggara 

investasi bodong yang memakai skema ponzi dengan modus investasi cryptocurrency ? 

Dalam skema piramid atau skema ponzi jika pelaku usaha tidak memenuhi aturan yang 

baik maka pelaku usaha tersebut harus memilliki tanggungjawab atau 
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pertanggungjawaban pidana, terkait dengan dasar untuk mendapatkan hukuman dan 

sanksi kepada pelaku pelanggaran hukum. Sehingga apabila terjadi suatu perbuatan yang 

dilarang dan bersifat melawan hukum maka tidak ada lagi pembelaan atau pembenaran 

untuk itu (Sonkurt, 2021; Veerasingam, 2023).  

 Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban terdakwa terhadap 

kejahatan yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. 

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada prinsip bahwa disetiap seseorang atau 

kelompok harus bertanggungjawabn secara hukum atas tindakannya yang melanggar 

hukum pidana. (Barnwal, 2019) Artinya bahwa setiap individu atau kelompok yang 

melakukan tindakan pidana dapat dikenai sanksi ataupun hukuman yang ditentukan oleh 

Undang-Undang sebagai akibat dari perbuatan mereka. Jadi, didalam penjelasan 

sebelumnya perusahaan EDDCash yang dinaungi oleh perusahaan PT Crypto Prima 

Sejahtera yang berbentuk Badan Hukum diketahui tidak terdaftar didalam otoritas 

pemerintah sehingga apabila dimintai pertanggungjawaban badan hukum tidak dapat 

dipenjara atau dipidana secara fisik melainkan individu yang terlibat dalam tindakan 

melanggar hukum tersebutlah yang dapat atau bisa diproses secara pidana sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang yang berlaku (Park, 2020). Sehingga yang bisa atau dapat 

dimintai pertanggungjawaban secara hukum yaitu Abdulrahman Yusuf selaku CEO 

EDDCash dan direktur dalam perusahaan PT.Crypto Prima Sejahtera, dimana 

Abdulrahman yusuf selaku penyelenggara akan mencari beberapa orang untuk bergabung 

dalam perusahaannya dan memberikan tugas setiap anggota juga turut serta dalam 

melakukan tindakannya. 

 Pasal yang dijatuhkan kepada  Abdulrahman Yusuf selaku terdakwa dalam kasus 

EDDCASH berupa Pasal 105 Undang-Undang No.7 tahun 2014 Tentang Perdagangan, 

dijatuhi hukuman dengan pidana penjara 6 (enam) tahun dan denda sebesar 10.000.000.000 

(sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan 

diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Dengan terpenuhinya unsur bahwa 

pelaku atau Abdulrahman Yusuf menekankan pada jaringan member get-member, Member 

lama mendapatkan ekstra keuntungan jika dia mengajak member baru yang ditempatkan 

di bawahnya (Nurbarani, 2022). Member baru juga diwajibkan mencari member baru yang 

ditempatkan di bawahnya. Tidak ada perputaran uang dalam skema ini yang ada hanyalah 

arus uang dari member baru ke member lama hingga ke owner.  

 Namun dilihat dalam putusan Nomor. 589/Pid.sus/2021/PN.Bks hakim hanya 

berfokus pada penjatuhan pasal 105 tentang Perdagangan yang artinya putusan hakim 

tidak tepat atau kurang tepat, dimana jika dilihat dari beberapa kejahatannya Abdulrahman 

Yusuf melanggar beberapa pasal Pidana seperti 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dengan pengelapan dan penipuan dimana tindakan yang dilakukan 

Abdulrahman Yusuf sudah terpenuhi unsur bertujuan mengammbil uang atau aset dari 

para investor untuk kepentingan pribadi, dan Abdulrahman Yusuf secara aktif 

menggelapkan uang dan aset tersebut tanpa sepengetahuan korban yang tidak memberikan 

izin atas tindakan tersebut (Torres, 2020). Dengan unsur penipuan dimana pelaku akan 

menawarkan investasi tersebut dengan janji dimana tingkat keuntungan yang tinggi dan 
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resiko yang rendah dan menggunakan taktik penjualan yang menipu dan sering 

memalsukan informasi dan juga dokumen untuk meyakinkan beberapa orang untuk 

berinvestasi (Tetiana, 2022). Pasal 28 ayat (1) dan pasal 36 Undang-Undang No.19 Tahun 

2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dengan unsur menyebarkan berita palsu, menyesatkan yang 

mengakibatkan kerugian sebagaimana Abdulrahman Yusuf menyuruh bawahannya dan 

turut serta untuk menyebarkan berita bahwa investasi ini resmi dan terdaftar oleh Otoritas 

Pemerintah dan meninggalkan para investor yang sudah bergabung dengan tidak  

memberikan kepastian terkait uang yang sudah diinvestasikan yang mengakibatkan 

kerugiakan besar.  

 Pasal 106 Undang-Undang No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengan unsur 

mengenai perizinan dimana peerusahaan  EDDCash tidak terdaftar dan tidak memiliki izin 

usaha, izin pendaftaran, dan apabila pasal tersebut dilanggar maka konsekuensinya 

hukuman pidana selama 4 tahun penjara dan atau denda paling banyak 10.000.000.000 

(sepuluh miliar rupiah). Jika dilihat dalam aturan KUHP terbaru seharusnya hakim bisa 

melakukan tindakan kumulasi atau penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum, 

sehingga tidak hanya berfokuskan pada satu tuntutan saja hakim bisa menjatuhkan pasal 

dan menjatuhkan hukuman yang lebih memberatkan (Pakhnenko, 2022). Namun dalam 

pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan “Jika suatu perbuatan masuk 

dalam lebih dan satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu pasal diantara 

aturan-aturan itu; jika berbeda-berda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana 

pokok yang paling berat” seharusnya tuntutan pidana yang lebih memberatkan yaitu pasal 

28 ayat 1 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 51 ayat 2 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun 

dan denda paling banyak 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah). 

Simpulan 

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan 

pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana penyelenggara 

investasi dapat dipidana sesuai dengan pasal 105 Undang-Undang No. 7 tahun 2014 

Tentang Perdagangan kepada pelaku perseorangan, tetapi tidak dapat diterapkan pada 

Badan Usaha yang tidak ber Badan Hukum. Dalam putusan perkara didalam putusan 

hakim tersebut masih kurang tepat oleh karena itu, berdasarkan fakta yang terungkap 

dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi pelaku atau penyelenggara investasi 

bodong ini tidak hanya melanggar penerapan skema ponzi saja tetapi juga melanggar 

beberapa aturan serta terpenuhinya unsur tindak pidana seperti penipuan, penggelapan 

dan penyalahgunaan alat elektronik. 
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